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KEPUTUSAN
AYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINGI BANTEN
NOMOR g4 TAHUN 2015

KEPALA KANTOR WIL

_ TENTANG
) ‘Il"if.NP.HI.'L"TAH SURAT KEPUTUSAN PENGGANT]
[ZIN H:.‘JUIRMNHlF‘EPﬂ.‘*lih.‘-.—M. RAUDMATUL ATHFAL
NURUL HUDA KoTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINS] BANTEN,

WlUap madrasah wajib mendapatkan IZin
pPendirian madrasah;

b. bahwa schubungan dengan hilangnya Surat Keputusan
Pemberian Izin Pendirian Madrasah perlu memberikan
Surat Keputusan J‘-:r.;{g;pr..'h

C bahwag madrasah sebagaimana tercantum dalar
Lampiran Keputusan inj telah memenuhi persyaratan
untuk diberikan Surat  Keputusan Pengganti  Izin
Pendirian Madra sah;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
limaksud pada hurul a, hurul b, dan huruf : periu
menetapkan  Keputusan Kepala Kantor W ayah
Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Penerbitan
Surat Keputusan Per zant lzin Pendirian / Operasional
Raudhatul Athfal NURUL HUDA Kota ( ilegon

Mengingat ] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indone sin Nomor 4301}
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 lentang Guru

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
<005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

K Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 lentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 lentang
Standar Nasional Pendidikan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia tahun 2013 nomor 71, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 10);

4. Peraturan f




[+

10

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 lentang
Wajib  Belaja Pendidiknn Dasar (Lembarun  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Y90, Taembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4863);

Peraturan Pemerintah 48 Tahun <008  tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nommor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 1941);

Peraturan Pemcrintah Nomor 17 Tahun 2010 lentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3150) sebagaimana
telah « n dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun V10 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3157);

Peraturan Menter Pendidikan Masional Nomor 24 Tahun

200 tandar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
: Madrasah ,'r_'-lui.'.i}.'-.».h, Sekolah P.h_«l]a_-;u;_gdh
ima/Madrasah Tsanawivah, dan

Atas/Madrasah Aliyah:

Sekolah Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun

I Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
i Ipaten/Kota seb:
menjadi Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan
mor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar di Kabupaten/ Kota;

<UL tentang

I¥a
di Kal

aimana telah diubah

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tanun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomar 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
lentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik In
Tahun 2012 Nomgr 851)

donesig
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETICA

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)
sebagaimana telah diubah denga Peraturan Menteri
Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggarann Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA  PROVINSI BANTEN TENTANG PENERBITAN

SURA KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN /O] SRASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
NURUL | JA KOTA CILEGON
Memberika, Surat Keputusan Pengganti [zin
Pendiria: 'perasional Madrasah yang Hilang kepada
madrasa} sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
Pemberian izin Operasional sebapaimana dimaksud dalam
Diktum Kesaty dapat dicabut, apabila madrasah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
I

eniuan peraturan Perundang-undan ran

-Pulusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan dj Serang

Pacda langpal 6 1”-.'1.4-“_'._ 2016
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